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ABSTRAK Do

bahwa arsip merupakan tulang punggung manajemen
pemerintahan dan pembangunan serta bahan
pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam rangka
kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu perlu mendapat
perhatian dari seluruh lembaga negara dan badan pemerintah
baik pusat maupun daerah, dalam rangka pelaksanaan asas
desentralisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  bidang
kearsipan, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota diberi
tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani

urusan kearsipan.
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CATATAN

Tahun 2008 dan Nomor HK.02/06/2008, Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 100/328/S;.

Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur terkait dengan rincian
urusan pemerintahan bidang kearsipan di lingkungan
pemerintahan daerah provinsi yang melingkupi pelaksanaan
penyelenggaraan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan
kearsipan, penyelenggaraan arsip dinamis, pemberian
penilaian/persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan
arsip, penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan
pengamanan arsip statis, serta supervisi kearsipan di lingkungan

pemerintahan daerah provinsi.
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2009.



